PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Muhammad Yamin No.14 Kedungarum Telp. (0232) BB82858

KUNINGAN
Kode Pos 45513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR: ¢p3 /KT ¢51/DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KUNINGAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan
publik sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan
kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang
terkait dengan penyelenggara pelayanan publik
wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa dalam memberikan acuan dalam penilaian
ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan
pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu
ditetapkan Standar Pelayanan untuk semua jenis
pelayanan yang dituangkan dalam bentuk
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Kuningan.

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

Risiko;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

7. Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5
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Tahun 2006 Tentang Pembentukan dan Suaunarn
Perangkat Daecrah Kabupaten Kuningan,

8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 1 Tahun 2014
tentang  Ketentuan  Tata Naskah Dinaa i
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan

9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 52 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisast, Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas. Serta Tata Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kuningan sebanvak 78 (tujuh puluh delapan)

jenis layanan.

KEDUA + Standar Pelayanan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perizinan Berusaha melalui aplikasi OSS RBA
2. Persetujuan Bangunan Gedung melalui aplikasi

SIMBG

. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan di dalamnya.

KETIGA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 1> Agustus 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

. DAN PTSP
f,"%KABUPATEN KUNINGAN

«AGUS SADELI, M.Pd
“Pembina Utama Muda
NIP. 19630823 198703 1 006
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
MELALUI APLIKASI OSS-RBA

PADA DINAS PENANAMAN MODAIL DAN PTSP KABUPATEN KUNINGAN

NO

KOMPONEN
STANDAR
PELAYANAN
.. —._-_.n.:-.mu.w.. o
Pengelolaan
PelayananDi
Internal
Orgnnisasi (
Manufacturing)

Dasar Hukum

URAIAN

Ket

b.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerntah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha di

Daerah,

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor & Tahun 2021

tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor ¢ Tahun 2021

tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan

l

Fasilitas Penanarnan Modal;
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f. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 246 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Sebagian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Perizinan Ncn
Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kuningan.

Sarana,
Prasarana dan/

atau Fasilitas

1. Sarana dan Prasarana :
a. Pendampingan Perizinan Online Mandiri;

Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara (AC/Air Conditionen;

=

Telepon;
. Faksimile;
Meja;

o o

Kursi;

Jaringan internet;

5O|Roto0

. Jaringan listrik;
Alat Tulis Kantor;

[
.

j. Toilet Umum;
2, Fasilitas Pendukung:
a. Bahen Bacaan;
b. Ruang Ibadah;
c. Ruang Laktrasi;
d. Televisi
e. Mesin Antrian Elzktronik;
f. SMS Gateway;
g. Air Minum;
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P S

3 | Kompetensi

Pelaksana

h. Kotak Pengaduan;

i. Kursi Roda;,

j. Step Lobby;

k. Tabung Pemadam Api;
1. Tempat Bermain Anak;

m. Tempat Parkir;

a. Kepala Dinas;
b. Analis Kebijakan Madva terdin dan:

- Analis Kebijakan Madya pada Bidang Pe'ayanan A,

- Analis Kebijakan Madya pada Bidang Pe'ayanan B;

- Analis Kebijakan Madya pada Bidang Peagaduan, Kebijakan & Pelaporan Layanan:

- Analis Kebijakan Madya pada Bidang Peagendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal dan

Informasi Penanaman Moda'.
c. Petugas Front Office;

4 | Pengawasan

Melalui sub menu pengawasan pada sistem OSS

5 Jumlah
- Pelaksana

1 orang Pengelola Akun Utama;

4 orang Verifikator Unit PTSP;

1 orang Tenaga Pendamping;

1 orang Petugas Layanan Pengaduen OSS

6  Jaminan

{
i

Pelayanan

|
1}

a. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, wakru, dan didukung oleh Sumber U.s._,m .

Manusia yang berkompetensi dibidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi
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jabatan; _,

b. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat dengan ad:l, |

akuntabel, dan transparan.

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan

Pelayanan

a. Terdapat Standar Operasionzal Prosedur (30P) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan yang dituangkan dalam Peraturatan Bupati
Kuningan Nomor: 503/KPTS.539-DPMPT'SP/2022 tentang Standar Operasional Prosedur

Pelayanan

Evaluasi Kinerja

Pelaksana

a. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
1) Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan
mekanisme sebagai berikut:

- Setiap pemohon yang datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu yang telah mengurus izin dan produk hasil layanan
dikeluarkan diwajibkan mengisi kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
pada aplikasi SKM dengan menggunakan pzsrangkat layar sentuh.

2) Rekapitulasi data laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan hasil

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat

(SKM);

3) Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pembuatan laporan Survei

Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap bulan.

b. Evaluasi Penilain Kinerja Pegawai (9PKP) berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait

Orientasi Pelayanan, Komitmen, Inisiatif Kerja, dan Kerjasama.
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Mekanisme dan
Prosedur

Pelayanan

- Notifikasl Verifikasi
' Permchonan
: Permohonan Permohonan oleh
Pelaku Usaha vqu:_”_-wﬁ:wm«MMmzm kepada DPMPTSP Parangkat Daerah
Provinsi/Kab/Kota Provinsi/Kab/Kota
| || Bislém OSS menerbitkan Peszinan
| Benlsaha oléh DPMPTER Promnsi/

Notifikasi Perangkat
Daerah Provinsi/.
Kab/Kota

Kab/Kola a n.Gubetnur/ Hupati/Wali Kota

Sistem OSS menyampaikar pemmintaan
untuk melengkapl kekurangan

melalul OSS RBA
) - I.'Hl Sistem 0SS menyampaikan penolakan

Kurang Lengkap

B. | Proses _
Penyampaian ‘
Pelayanan ( W
Service Delivery) ,ﬁ

_ 1 | Persyaratan 1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNI); |
2. Memiliki Nomor Passport bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNA); __
3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi Pelaku Usaha Badan Hukum; "
4. Memiliki NPWP bagi Pelaku Usaha Badan Hukum;
5. Memiliki hak akses OSS berupa username dan password yang diperoleh setelah mendaftarkan |
di oss.go.id.
2 | Sistem, Bagan Alir Perizinan Berusaha Risiko melalui sistem OSS.
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KATEGORI PELAKU USAHA

- 4
Kategori Pelaku Usaha .3 @;maw
~PersyarikatanatauPersekutuan
Orang -Yayasan
P Perseaangan %mamdm:qm&mamm_iw
E -PerseroanTerbatas(PT)Perorangan
B -PersekutuankKomanditer
Badanusaha -Badan Hukum Lainnya
-Persekutuan Firma
Orang -PersekutuanPerdata
Persearangan sKoperasi .

-PerusahaarUmum

BadanUsaha |

=KPPA .
Kantor = KPRA (JasaPenunjarg ®naga
Perwakilan Listrik Asing)
~KP3A
~-KP3A'- PMSE
Online Single Submission Badan Usaha ~ BUJKA

(0SS) LuarNegeri .
berbasisrisiko memberikan -Pemberi Warala ba dari LuarNegeri
layananbagi pelaku usahayang terbagi -Pedagang Berjargka Asing

ke dalamkeduakelompokbesa, yaitu -PSEAsing

UsahaMikro Kecil (UMK) dan Non Usaha -BentukUsahatetap

Mikro Kecil (Non UMK) Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

—
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II.

IIIL.

PERMOHONAN HAK AKSES

e B e

Kunjungi https:oss.go.id

Pilih Daftar

Pilih skala usaha Anda (UMK/Non UMK)

Lengkapi data data Anda dan klik tombol Daftar

Cek email Anda dan klik tombol Aktivasi

Cek email Anda umtuk mengetahu: unsername dan passwcrd

Hak akses Anda siap digunakan untuk ke sistem OSS

PENDAFTARAN PELAKU USAHA

Pilih jenis pelaku usaha orang perorangan
Data yang harus dilengkapi:

1. Nomor Induk Kependudukan

2. Tanggal Lahir

3. Alamat Email

4. Nomor Telepon Seluler

Centang Kolom Pernyataan

Klik Tombol Daftar

Pilih Jenis Pelaku Badan Usaha

Pilih Jenis Badan Usaha (PT, CV, Firma atau Persekutuan Perdata)
Data yang Anda lengkapi:

1. Data Perusahan

a. Nama Perusahaan
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b. NPWP Perusahaan
c. Nomor SK Pengesahan
d. Alamat Email

2. Data Salah Satu Direksi/Penguru
a. Nomor Induk Kependudukan
b. Tanggal Lahir

IV. AKTIVASI AKUN

1. Cek Email untuk aktivasi akun;

2. Cek untuk mengetahui username dan password;

3. Hak akes siap digunakan untuk masuk ke Sistem OSS;

LANGKAH MENGURUS PERIZINAN BERUSAHA

T

S N

Pastikan telah memiliki hak akses;
Kunjungi https:
Pilih masuk;

088.£0.id;

Masukan username, password, dan captcha lalu klik tombol Masuk;
Klik menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru;
Lengkapi data badan usaha;

Lengkapi data bidang usaha.

Jangka Waktu

Fenyelesaian

Ditentukan oleh sistem OSS

4

Biaya / Tarif

Gratis
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Produk 1. NIB -» Usaha risiko Rendah N
Pelayanan 2. NIB - Sertifikat Standar (SS) = Usaha risiko Menengah Rendah dan Menengah Tinggi

3. NIB+ izin = Usabha risiko Tinggi
Penanganan
Pengaduan, a. Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal cdan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sy it Kabupaten Kuningan di Ruang Konsultasi Khusus dan/atu desk pengaduan;
fissdloan b. Pengiriman surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kuningan, Jalan Muhammad Yamin Nomor 14-Kuningan.

c. Aplikasi SAPA PTSP;

d. Website : Dpraptsp.kuningankab.go.icl

e. E-mail : kuningandpmptsp202 1a@gmail.com

f. Telephone :0821 1694 6299

g. Whatsapp :0821 1694 6299

h. Kotak Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kuningan.
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PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN KUNINGAN

STANDAR PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
MELALUI APLIKASI SIMBG

KOMPONEN
STANDAR
PELAYANAN

Proses
Pengelolaan
PelayananDi
Internal
Organisasi (

Manufacturing)

URAIAN

Ket

Dasar Hukum

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134)

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Berusaha Berbasis Risiko.

Berusaha di Daerah.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara

. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan |

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan |

1
i

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- |

Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara |

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26)
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f. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara
Elektronik. _

g. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
dan Fasilitas Penanaman Modal;

h. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 246 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Sebagian

Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Perizinan Non
Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

Kabupaten Kuningan. m

Sarana,
Prasarana dan/

atau Fasilitas

1. Sarana dan Prasarana :

Pendampingan Perizinan Online Mandiri;

Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara (AC/Air Conditioner;
Telepon,;

Faksimile;

s g oF @

Meja;
Kursi;

Jaringan internet;

5RO oo

. Jaringan listrik;
Alat Tulis Kantor;
j- Toilet Umum;
2. Fasilitas Pendukung:

[
.

a.Bahan Bacaan;
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b. Ruang Ibadah;

c. Ruang Laktrasi;

d. Televisi

e. Mesin Antrian Elektronik;
f. SMS Gateway;

g. Air Minum;

h.Kotak Pengaduan;

i. Kursi Roda;

j. Step Lobby;

k. Tabung Pemadam Api;
1. Tempat Bermain Anak;
m. Tempat Parkir;

3 | Kompetensi a. Kepala Dinas;

' Pelaksana b. Analis Kebijakan Madya terdiri dari:
| - Analis Kebijakan Madya pada Bidang Pelayanan A;
- Analis Kebijakan Madya pada Bidang Pelayanan B;

- Analis Kebijakan Madya pada Bidang Pengaduan, Kebijakan & Pelaporan Layanan;

: “ - Analis Kebijakan Madya pada Bidang Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal
| . . dan Informasi Penanaman Modal.
| w c. Petugas Front Office;

Z | Pengawasan | Dilakukan oleh Bidang Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi
_ Penanaman Modal
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Jumlah 1 orang Pengelola Akun Utama,;
Pelaksana 2 orang Pengawas;
4 orang Operator,
‘ 1 orang Tenaga Pendamping;
1 orang Petugas Layanan Pengaduan SIMBG |
| Jaminan c. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, dan didukung oleh Sumber
Pelayanan Daya Manusia yang berkompetensi dibidang masing-masing sesuai dengan tugas dan
fungsi jabatan; |
d. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat dengan |
adil, akuntabel, dan transparan,
Jaminan a. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Keamanan dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan yang dituangkan dalam Peraturatan Bupati
Keselamatan Kuningan Nomor: 503 /KPTS.539-DPMPTSP/2022 tentang Standar Operasional
Pelayanan Prosedur Pelayanan |
‘Evaluasi Kinerja | a. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) N

Pelaksana

1) Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) &nsmmsm
mekanisme sebagai berikut:
- Setiap pemohon yang datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu yang telah mengurus izin dan produk hasil layanan
dikeluarkan diwajibkan mengisi kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

pada aplikasi SKM dengan menggunakan perangkat layar sentuh.
2) Rekapitulasi data laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan hasil Indeks
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b.

Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
3) Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pembuatan laporan Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap bulan.

Evaluasi Penilain Kinerja Pegawai (9PKP) berdasarkan pengawasan atasan langsung
| terkait Orientasi Pelayanan, Komitmen, Inisiatif Kerja, dan Kerjasama.
Proses _
Penyampaian
Pelayanan (
Service Delivery)
Persyaratan 1. Memilik penrhitungan retribusi;
2. Memiliki pernyataan pemenuhan standar;
|
Sistem, i 1. Operator menerima dan melakukan verifikasi dokumen permohonan beseria
Mekanisme dan | rekomendasi, gambar melalui aplikasi SIMBG;
Prosedur * 2. Operator melakukan penagihan pembayaran retribusi kepada pemohon yang dihitung
Pelayanan oleh OPD teknis (PUTR);
| 3. Pemohon melakukan pembayaran retribusi;
4. Pemohon mengupload bukti pembayaran retribusi dalam aplikasi SIMBG;
5. Bukti pembayaran retribusi diverifikasi oleh pengawas;
' 6. Kepala Dinas memberikan persetujuan dan pengesahan Persetujuan Bangunan
| Gedung (PBG) dengan penandatanganan elektronik dan pemohon dapat mencetak PBG
secara mandiri.
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Jangka Waktu

Penyelesaian

Ditentukan oleh aplikasi SIMBG

Biaya / Tarif Sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Produk 1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBQ)
Pelayanan 2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
3. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG)
Penanganan
Pengaduan, a. Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Ko A Kabupaten Kuningan di Ruang Konsultasi Khusus dan/atu desk pengaduan;
Masukan b. Pengiriman surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kuningan, Jalan Muhammad Yamin Nomor 14-Kuningan.

c. Aplikasi SAPA PTSP;

d. Website : Dpmptsp.kuningankab.go.id

e. E-mail : kuningandpmptsp202 1a@gmail.com

f. Telephone :0821 1694 6299 _

g. Whatsapp :0821 1694 6299

h. Kotak Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kuningan.
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